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Abstrak
Penelitian ini mengkaji pola sosialisasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Jember dalam upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Jember,
dengan menggunakan kerangka ekologi pemerintahan sebagai pisau analisis. Metode yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola sosialisasi Satpol PP
berlangsung melalui pendekatan persuasif-edukatif yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya
manusia dan infrastruktur komunikasi. Resistensi PKL muncul sebagai respons rasional terhadap tekanan
ekonomi informal yang mengakar, dan tidak semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap
regulasi. Dari perspektif ekologi pemerintahan, dinamika antara aparat dan PKL mencerminkan
ketegangan antara kepentingan tata ruang perkotaan dengan kebutuhan hidup kelompok marginal.
Penelitian ini merekomendasikan pendekatan sosialisasi berbasis komunitas yang lebih adaptif dan
inklusif.
Kata kunci: Satpol PP; PKL; Ekologi Pemerintahan; Resistensi; Ekonomi Informal.

Absfract
This research examines the socializafion pafferns implemented by the Civil Service Police Unit of Jember
Regency in their efforfs fo regulafe stfreet vendors in the Jember Square area, using the governance
ecology framework as an analytical fool. The method used is descriptive qualitative with dafa collection
fechniques thru in-depith inferviews, participafory observation, and documentation. The research findings
indicate that the socialization paffern of the Civil Service Police Unit occurs thru a persuasive-educational
approach that is not yet optimal dve fo limitafions in human resources and communication infrasfructure.
The resistance of sfreef vendors emerges as a rational response fo deeply roofed informal economic
pressures, and not merely as a form of defiance against regulations. From the perspective of government
ecology, the dynamics between officials and sfreet vendors reflect the fension befween urban spafial
inferests and the living needs of marginalized groups. This research recommends a more adapfive and
inclusive community-based socialization approach.
Key words: Safpol PP; PKL,; Government Ecology; Resistance; Informal Economy.
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PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di ruang publik perkotaan merupakan
fenomena sosial-ekonomi yang telah lama menjadi perhation pemerintah daerah di Indonesia.
Di satu sisi, sektor informal ini menyediakan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat yang
tidak terserap dalam pasar tenaga kerja formal, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi
jutaan keluarga. Di sisi lain, kehadiran PKL di kawasan strategis seperti alun-alun kota kerap
menimbulkan persoalan tata ruang, ketertiban umum, dan estetika lingkungan yang menjadi
tanggung jowab pemerintah daerah (Alisjahbana, 2005; Bromley, 2000).

Kawasan Alun-Alun Jember sebagai jantung kota dan ruang publik utama Kabupaten
Jember menjadi salah satu titik konsentrasi PKL yang cukup padat. Berbagai jenis dagangan
mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga aksesori tersebar di berbagai sudut kawasan
tersebut. Kondisi ini secara berkalo memunculkan ketegangan antara kepentingan tata ruang
yang diinginkan pemerintah dengan kepentingan ekonomi PKL yang sangat bergantung pada
lokasi strategis tersebut (Wicaksono, 2018).
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Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instansi yang diberi kewenangan
dalam penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2018, memikul tanggung jowab besar dalam mengelola ketertiban PKL di
kawasan tfersebut. Namun, tugas penertiban tidak selalu dapat diloksanakan dengan
pendekatan represif semata. Sosialisasi sebagai instrumen komunikasi kebijokan menjadi
kunci dalam menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan (Nugroho,
2017).

Pendekatan ekologi pemerintahan (governance ecology) yang dikembangkan oleh
Bevir dan Rhodes (2003) menawarkan perspektif yang relevan untuk memahami dinamika
tersebut. Kerangka ini memandang pemerintahan bukan sebagai entitas monolitik yang
menerapkan kebijakan secara linear, melainkan sebagai ekosistem yang terdiri dari berbagai
aktor dengan kepentingan, nilai, dan praktik yang saling berinteraksi dan membentuk satu
sama lain. Dalam konteks ini, relasi antara Satpol PP dan PKL dapat dipahami sebagai relasi
ekologis yang penuh negosiasi, adaptasi, dan ketegangan.

Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimana pola
sosialisasi Satpol PP dalam penertiban PKL di kawasan Alun-Alun Jember? (2) Bagaimana
bentuk resistensi PKL terhadap upaya penertiban tersebut? (3) Bagaimana dinamika relasi
antara Satpol PP dan PKL dapat dijelaskan melalui perspektif ekologi pemerintahan? Dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelition ini berupaya memberikan kontribusi
pada pengembangan strategi sosialisasi kebijokan yang lebih adaptif dan berkeadilan bagi
kelompok ekonomi informal.

LITERATURE REVIEW
Ekologi Pemerintahan dan Tata Kelola Ruang Publik

Konsep ekologi pemerintahan pertama kali diperkenalkan oleh Bevir dan Rhodes (2003)
sebagai upaya untuk melampaui pendekatan institusionalis dalam studi administrasi publik.
Berbeda dengan perspektif yang memandang pemerintahan sebagai mekanisme formal yang
bekerja melalui aturan dan hierarki, ekologi pemerintahan menekankan bahwa praktik-praktik
pemerintahan sesungguhnya dibentuk oleh jaringan makna, narasi, dan tradisi yong dipegang
oleh para aktor terlibat. Pemerintahan, dalam pandangan ini, adalah hasil dari interaksi
ekologis yang terus-menerus antara berbagai elemen dalam suatu sistem (Bevir & Rhodes,
2010).

Dalam konteks tata kelola ruang publik perkotaan, ekologi pemerintahan memberikan
kerangka untuk memahami bagaimana konflik penggunaan ruang diselesaikan atau tidak
diselesaikan melalui proses negosiasi, dominasi, dan adaptasi antar aktor. Friedmann (2010)
menegaskan bahwa ruang publik bukan sekadar arena fisik, melainkan arena politik tempat
klaim-klaim sosial diperjuangkan. Kehadiran PKL di ruang publik dengan demikian tidak dapat
dipahami semata sebagai pelanggaran regulasi, tetapi sebagai ekspresi dari klaim ruang oleh
kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi.

Suharto (2009) dalam kajiannya tentang kebijokan sosial di Indonesia mengemukakan
bahwa kebijokan yang mengabaikan dimensi ekologis yakni konteks sosial, ekonomi, dan
budaya tempat kebijokan diterapkan cenderung menghasilkan resistensi dan kegagalan
implementasi. Pendapat ini sejalan dengan perspektif ekologi pemerintahan yang menekankan
bahwa keberhasilan tata kelola bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memahami
dan beradaptasi dengan ekosistem nilai dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Sosialisasi Kebijakan dan Komunikasi Pemerintah

Sosialisasi kebijokan merupakan saloh satu instrumen kritis dalam implementasi
kebijakan publik. Menurut Agustino (2020), sosialisasi kebijakan adalah proses penyampaian
informasi mengenai substansi, tujuan, dan mekanisme suatu kebijokan kepada kelompok
sasaran, dengan maksud untuk membangun pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan.
Efekfivitas sosialisasi tidak hanya bergantung pada kualitas pesan yang disampaikan, tetapi
juga pada pilihan media, waktu, dan pendekatan yang digunakan.

Dalam konteks penertiban sektor informal, Raharjo (2016) membedakan dua model
sosialisasi: model top-down yang bersifat instruktif dan searah, serta model dialogis yang
menekankan partisipasi dan negosiasi bersama kelompok sasaran. Penelition Raharjo
menunjukkan bahwa model dialogis cenderung menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih
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tinggi dan resistensi yang lebih rendah dibandingkan dengan model top-down yang kerap
memicu penolakan.

Komunikasi pemerintahan yang efektif, sebagaimana dikemukakan oleh Levéesque
dan White (2001), menuntut adanya kemampuan untuk membangun kepercayaan (trust)
antara aparat dan masyarakat. Kepercayaan ini tidok terbentuk secara instan, melainkan
melalui konsistensi antara janiji kebijokan dan implementasinya. Dalam kasus penertiban PKL,
inkonsistensi antara sosialisasi dan tindakan represif seringkali menjadi sumber erosi
kepercayaan yang berdampak pada meningkatnya resistensi (Winarni, 2019).

Ekonomi Informal dan Resistensi Sektor Marginal

Sektor ekonomi informal di perkotaan Indonesia telah menjadi kajian yang intensif sejak
dekade 1970-an. Hart (1973), yang pertama kali memperkenalkan konsep ekonomi informal,
memandangnya sebagai respons adaptif masyarakat terhadap keterbatasan lapangan kerja
formal. Di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (2023), sektor informal masih
menyerap lebih dari 57 persen angkatan kerjo, dengan PKL menjadi salah satu subsektor
terbesar di perkotaan.

Resistensi PKL terhadap penertiban tidak dapat dipahami sebatas sebagai perilaku
devian. Scott (1985) dalam karya klasiknya tentang Weapons of the Weak menunjukkan bahwa
resistensi kelompok marginal merupakan bentuk perjuangan sehari-hari (everyday resistance)
yang bersifat terselubung namun efektif dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Dalam
konteks PKL, resistensi ini dapat mengambil bentuk pindah lokasi sementara saat razia,
kembali berdagang segera setelah aparat pergi, hingga membangun jaringan informasi untuk
menghindari penertiban.

Portes dan Schauffler (1993) berargumen bahwa informalitas bukan sekadar fenomena
ekonomi, tetapi juga fenomena politik yang mencerminkan ketidokmampuan atau
ketidakmauan negara untuk mengintegrasikan kelompok marginal ke dalaom sistem formal.
Dari perspektif ini, penertiban PKL tanpa disertai solusi alternatif yang memadai justru dapat
memperparah ketidakadilan struktural yang menjadi akar persoalan.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelition ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam. Pemilihan
pendekatan kualitatif didasarkan pada perfimbangan bahwa objek kajian yakni pola sosialisasi
dan dinamika resistensi merupakan fenomena yang sarat dengan dimensi makna, konteks, dan
proses interaksi sosial yang tidak dapat direduksi menjadi data numerik (Creswell & Poth, 2018;
Sugiyono, 2019).
Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur,
selama periode Agustus hingga November 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada
perfimbangan bahwa kawasan Alun-Alun Jember merupakan salah satu titik konsentrasi PKL
terbesar di Kabupaten Jember sekaligus lokasi yang secara rutin menjadi sasaran penertiban
oleh Satpol PP Kabupaten Jember.
Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan
informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman
langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari tiga kelompok: (1) pejabat
dan staf Satpol PP Kabupaten Jember yang ferlibat langsung dalom kegiatan sosialisasi dan
penertiban PKL (5 orang); (2) PKL yang berdagang di kawasan Alun-Alun Jember dengan
pengaloman minimal dua tahun (12 orang); dan (3) tokoh masyarakat serta aktivis yang
memiliki pemahaman tentang kondisi PKL di kawasan tersebut (3 orang).
Prosedur

Pengumpulan data dilokukan melalui figa teknik utama. Pertama, wawancara
mendalam (in-depth interview) dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang
memungkinkan penggalian informasi secara fleksibel sesuai respons informan. Kedua,
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observasi partisipatif di lapangan untuk mengamati secara langsung proses sosialisasi dan
penertiban yang dilakukan Satpol PP, serta respons PKL terhadap kegiatan tersebut. Ketiga,
analisis dokumentasi meliputi peraturan daerah terkait, laporan kegiotan Satpol PP, dan
dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Jember.
Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang
dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), melalui tahapan: familiarisasi dengan data,
pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta
penyusunan laporan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi
sumber dan metode, serta member checking dengan mengembalikan hasil interpretasi kepada
sebagian informan untuk dikonfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Sosialisasi Satpol PP dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Jember

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan informan dari unsur

Satpol PP, ditemukan bahwa pola sosialisasi yang diterapkan mencakup tiga tahapan yang
berlangsung secara berurutan namun tidak selalu konsisten dalam pelaksanaannya.
Tahapan pertama adalah sosialisasi masif melalui penyebaran selebaran (leaflet) yang
memuat informasi mengenai peraturan yang berloku, zona-zona yang dilarang untuk
berdagang, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Kepala Seksi Ketertiban
Umum Satpol PP Kabupaten Jember menyampaikan bahwa kegiatan ini biasanya dilakukan
dua hingga tiga pekan sebelum operasi penertiban dijodwalkan. Namun, efekfivitas
pendekatan ini diokui masih terbatas karena tingkat literasi PKL yang beragam dan kurangnya
tindak lanjut setelah selebaran dibagikan.

Tahapan kedua adalah sosialisasi langsung (face-to-face) yang dilakukan oleh petugas
Satpol PP dengan mendatangi PKL satu per satu. Dalam tahapan ini, petugas menyampaikan
peringatan lisan dan meminta PKL unftuk secara sukarela memindahkan lapak mereka ke
lokasi yang telah ditentukan pemerintah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membangun
dialog, namun terkendala oleh keterbatasan jumlah personel yang tersedia untuk melakukan
kunjungan ke seluruh PKL di kawasan Alun-Alun yang jumlahnya mencapai ratusan
pedagang.

Tahapan Kketiga adalah sosialisasi kolektif melalui pertemuan yang melibatkan
kelompok atau paguyuban PKL. Meskipun pendekatan ini berpotensi menjangkau lebih
banyak PKL sekaligus, dalam praktiknya perfemuan semacam ini jarang terselenggara secara
rutin karena minimnya anggaran dan sulithya mengkoordinasikan waktu yang sesuai bagi
semua PKL.

Temuan ini sejalan dengan kajion Raharjo (2016) yang menunjukkan bahwa instansi
pemerintah daerah di Indonesia umumnya masih menerapkan pola sosialisasi yang bersifat
top-down dan kurang melibatkan partisipasi akfif dari kelompok sasaran. Ketidakoptimalan
sosialisasi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun
kapasitas personel, yang menjadi kendala struktural yang melampaui kehendak individual para
petugas.

Tabel 1. Pola Sosialisasi Satpol PP di Kawasan Alun-Alun Jember

Tahapan Metode Kendala Utama
Sosialisasi Penyebaran selebaran dan Keterbatasan literasi dan tidak ada
Masif pengumuman findak lanjut
Sosialisasi Kunjungan tatap muka per PKL Keterbatasan jumlah personel
Langsung
Sosialisasi Pertemuan paguyuban PKL Minimnya anggaran dan koordinasi
Kolektif

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2024
Bentuk Resistensi PKL Terhadap Penertiban
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Resistensi PKL terhadap upaya penertiban Satpol PP di kawasan Alun-Alun Jember

mengambil berbagai bentuk yang dapat dikelompokkan ke dalom resistensi terbuka dan
resistensi tersembunyi, mengikuti tipologi yang dikemukakan oleh Scott (1985).
Resistensi terbuka, meskipun relatif jarang, termanifestasikan dalam bentuk penolakan verbal
saat petugas datang melakukan penertiban, mobilisasi solidaritas sesama PKL untuk
menghadapi aparat secara kolektif, serta pengaduan kepada tokoh masyarakat atau anggota
DPRD yang mereka kenal. Beberapa informan PKL mengaku pernah bersama-sama
mendatangi kantor Satpol PP untuk memprotes tindakan penertiban yang dinilai tidak
didahului sosialisasi yang memadai.

Resistensi tersembunyi, yang jauh lebih umum ditemukan, berlangsung melalui
beberapa strategi adaptif. Perfama, sistem peringatan dini (early warning system) berbasis
jaringan informal di antara sesama PKL, di mana anggota jaringan yang lebih dahulu
mendeteksi kehadiran petugas segera menyebarkan informasi melalui aplikasi pesan instan
kepada rekan-rekannya. Kedua, praktik pembongkaran lapak sementara saat petugas datang
dan mendirikan kembali sesaat setelah petugas pergi, yang oleh PKL sendiri diistilahkan
sebagai "main kucing-kucingan." Ketiga, relokasi lapak ke titik-titik pinggiran kawasan yang
jarang dijangkau oleh patroli rutin.

Dari perspektif ekologi pemerintahan, bentuk-bentuk resistensi ini mencerminkan
kemampuan adaptasi PKL sebagai aktor dalam ekosistem pemerintahan yang tidak pasif
menerima kebijakan, tetapi secara aktif merespons dan memodifikasi perilaku mereka sebagai
reaksi terhadap tekanan regulasi. Wicaksono (2018) menyebut fenomena ini sebagai "negosiasi
senyap" yang justru menunjukkan bahwa kelompok marginal memiliki agensi dan kapasitas
strategis yang tidak boleh diabaikan dalom perumusan kebijakan.

Analisis Ekologi Pemerintahan atas Dinamika Satpol PP dan PKL

Menggunakan kerangka ekologi pemerintahan sebagaimana dikembangkan oleh Bevir
dan Rhodes (2010), dinamika antara Satpol PP dan PKL di kawasan Alun-Alun Jember dapat
dipahami sebagai interaksi dalam suatu ekosistem tata kelola yang kompleks, di mana setiap
aktor membawa seperangkat nilai, narasi, dan tradisi yang membentuk cara mereka bertindak
dan memaknai situasi.

Satpol PP beroperasi dalam narasi "ketertiban dan keindahan kota" yang dilegitimasi
oleh mandat regulasi dan tuntutan pimpinan daerah. Namun di balik narasi formal tersebut,
para petugas lapangan juga mengembangkan pemahaman pragmatis tentang batas-batas
yang dapat ditoleransi dan tidak, yang seringkali menghasilkan implementasi kebijokan yang
lebih lentur dari yang tertulis di atas kertas. Salah seorang petugas Satpol PP yang
diwawancarai mengakui bahwa mereka kerap memberikan "kelonggaran" kepada PKL yang
kooperatif dan menunjukkan itikad untuk mematuhi aturan, sementara pendekatan yang lebih
tegas diterapkan kepada mereka yang berulang kali melanggar setelah peringatan.

PKL, di pihak lain, beroperasi dalam narasi "hak untuk hidup" yang didasarkan pada
realitas bahwa berdagang di kawasan ramai adalah satu-satunya sumber penghasilan yang
layak bagi mereka. Dalam narasi ini, kawasan Alun-Alun dipandang bukan sebagai ruang yang
dikuasai negara secara eksklusif, melainkan sebagai ruang publik yang selayaknya dapat
dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berprofesi sebagai
pedagang.

Ketegangan antara kedua narasi inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari konflik
tata kelola di kawasan Alun-Alun Jember. Pendekatan sosialisasi yang tidak mampu
menjembatani ketegangan narasi ini yong hanya menyampaikan perintah regulasi tanpa
memberi ruang bagi dialog tentang alternatif penghidupan terbukti tidak efektfif dalam
menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan
dengan argumen Suharto (2009) bahwa kebijaokan sosial yang mengabaikan konteks ekologis
lokal cenderung menghasilkan kegagalan implementasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung
pada kepercayaan yang terbangun antara Satpol PP dan PKL. Dalam kasus-kasus di mana
sosialisasi berhasil membuat PKL bersedia berpindah secara sukarela, faktor kepercayaan
bahwa pemerintah akan menyediakan lokasi pengganti yang layok dan tidoak mengambil
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tindakan yang lebih merugikan memainkan peran yang sangat signifikan. Hal ini
mengkonfirmasi temuan Winarni (2019) tentang sentralitas kepercayaan dalam komunikasi
pemerintahan yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola sosialisasi Satpol PP Kabupaten Jember
dalam penertiban PKL di kawasan Alun-Alun masih bersifat prosedural dan top-down, dengan
keterbatasan pada aspek keberlanjutan dialog dan keterlibatan aktif kelompok sasaran. Ketiga
tahapan sosialisasi yang diterapkan masif, langsung, dan kolektif menghadapi kendala
struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai.

Resistensi PKL yang muncul bukanlah semata-mata penolakan terhadap otoritas,
melainkan respons rasional terhadap tekanan ekonomi yang mengakar dan ketiadaan alternatif
penghidupan yang setara. Dari perspektif ekologi pemerintahan, dinamika antara Satpol PP
dan PKL mencerminkan ketegangan antara narasi tata ruang perkotaan dengan narasi hak
atas penghidupan, yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum
semata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) pengembangan
model sosialisasi berbasis komunitas yang melibatkan paguyuban PKL sebagai mitra akfif,
bukan sekadar objek sosialisasi; (2) penyediaan solusi relokasi yang konkret dan layak sebelum
penertiban dilaksanakan, sebagai prasyarat untuk membangun kepercayaan PKL terhadap
proses sosialisasi; (3) peningkatan kapasitas komunikasi personel Satpol PP melalui pelatihan
tentang pendekatan persuasif dan mediasi konflik; serta (4) pengembangan kebijakan terpadu
antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Tata Ruang untuk memastikan bahwa
penertiban PKL tidak memperparah kerentanan ekonomi kelompok marginal.
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